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PETUNJUK PEL

Menjmbang

Mengingat

PERATURAN BUFATI AGAM
NOMOR 3! TAHUN 2011

TENTANG

AKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK IDAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN v ANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

~ bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pas.] 10 ayatl (3), Pasa! 19 ayat

(3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 78 Ayat (1) dan (2), Pasal 8¢ ayat (4), Pasal
86. ayw (4), Pasal §7 ayat(8). Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal

91 ayai (3) dan Pasa) 93 ayai (3) perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Jentang Petunjuk Felaksanaan Feraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
temtang Pajak Daerah.

1.

2o

Un@:mg = Undang Nomor 13 lahun 1956 tentang Pembentukan
Daertth Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tuhun 1956 Nomor

35);

_'Und;mg = Undong Nomor 6 Fahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

“Indonesia Nomor 3202), sebagaimana telah beberapa kalj diubah

~ “terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketigy Atas Undany -- Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentany Ketentuan Unum dan Tata Ca-n Perpajakan (Lembaran

'Nggam Republik Indonesia Tuhun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembzran Negara Republil: Indonesia Nomor 47403, '

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajuk  (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lemburan Negara
- Reptiblik Indonesia Nomor 3684):

Undang - Undang Nomeor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

' dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
1997 Nemor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
‘Nomor 3636), sebuzaimuny telup diubah dengan Undang -~ Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -~ Un&ang
Nomor 19 Tahun 1997 tentan & Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



.

5. Undang - Cndang Noinor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajai
L.embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nemor 27,
. Tambahan Lembaran Nepara Repubiik Indonesia Nomor 4189):
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- {Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2003'N0m0r 47,
Tambahan Lembaran Negara Re:publik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang — Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembarag Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
. . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. U:fdang - Undang Narnor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
~(Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
o Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 43 77);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukarn
* Peraturan Perundany, - Undangan (Lembaran Negara Rephiblik
Indopesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 4389);
16. Undang - Undang Nomor+32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
'Scbagaimnna telah dua kali diubah terakhir dengan Undang -
UhLi:-.mg Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2008 Noraor 59, Tambahan Lembaran Negara
< Republik IndonesiaNomor 4844y,
11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia. Tahun
- 2009 Nomor 130, Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia
Noror 5049y, B
- 12, Pératuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perbagian
' Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintal Pacrah  Kabupaten/Kota (Lembaran
‘Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7); ' :
" 13. Peraturan Pemerintal: Nomor 69 Tahun 2010 tentang Taﬁh?Cara
" Pemberian dan Pemanfaztu Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nemor 1} 9, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 5161); '
14. Peraturan Daeral Kabupaien Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pokok - I'okok Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Daerah

‘Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomaor 3.
MEMUTUSKAN :
.- »PERA'I’URAI‘J BUPAT] YENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

- PERATURAN DAFRAH NOMOR 7 TAHUM 2011 TENTANG
- PAJAK DAERAH |

Meneétapkan '_

i




BAGL
- KETENTUAN UMUM
i Pasul |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : .

1. Daerah adalah Kabupaten Agam:

2. Bupati adalah Bupati' Agan;

3. Dinas adalah Dinas P'ehda.patan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam:;

4. Kepala Dinas adalali Kepala Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangun dan Aset

 Kabupaten Agam; . .

5. Pejabat pemeriksa adalah Pegawai yang diberi wgas untuk melakukan pemeriksaan di
bidang perpajakan daeral; sesvaj denyan peraturan Perundang-Undangan;

6. Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut Pajak, adatah Kontribusi wajib kepada Daerah

. yang tethatang oleh ;orang pribadi atau badap yang bersifat memaksa berdzsarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daei’ah‘bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;

7. Badan adulah sekumpulan orang dan/atav moda] yang merupakan kesatuan, bajk yang
melaktikau usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badas usahz mitik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, Jana pensiun, persekutuan, perkwnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau orgénisasi latnnya, Lembzga dan bentuk Badan lainnya termasuk
kontrak investasi kelektif dan bentuk usaha Letap;

8. Pajak Hot:! adalah Pajak atas pelayanan yang dizediokan olch Hotel;

I 9. Bon Penjualan (Bill) Hofel adalah dafsir harga menu yang dibuat/diisi oieh pengusaha
hotel yang diberikan kepada subjek pajak sebayai alat bukti pembayaran; ¢

10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan van i disedizkan oleh restoran;

11. Bon Penjualan (Bill) Restoran adaluh daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha
restoran <lan rumah makan yang diberikan kepada subjek pajak sebagai alat bukti
pembayar:an;

12. Pajak Hiburan adalah Pajuk atas penyelenggaraan hiburan;

13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pujak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logium dan batuan, baik dari sumber alam di dalem dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatian; L

14. Pajak Reklame adalah Pujak atas penyeienggaraan Reklame;

15. Pajak Pcnurangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaya listrik, baik yang dihasilkan

! sendiri maupun diperolel dari sumber lain;

\16. Pajak Air lanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau peman{aatan air tanah;

(17. Pajak Sarang Burung Waler adalah pajak atas: kegiatan pengambilan dan/atau

' pengusahsan sarang burung walct; - ,

;18. Bea perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah

pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

19. Nilai Perolehan Objek Pajak yang sclanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan

~ objek pajak yang dikenakan BPHTB:

&0. Subjek Paiak ndalah orang pribadi atau Badan vang dapat dikenckan Pajak;

21. Wajib Pajuk adalgh ¢rang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang merpunyai hak dan kewajiban perpajekan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundian[,-u ndangan perpujakan dacrah:



.
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23,

24,

25.

26,

- 27.

28.

31

32.

33.

. Surat Tagihan Pajak’ Dacrah

. Surat Tanda Setoran, vang selaniutnya disingk STS, ada

. Putusan Banding adalal putusan badan peradij

-4.

- 22 Pa_;ak yang terhutan ada_]ah pajak yang harug dibayar pada suaty saat, dalam Masa Pajak,

-dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak. seguai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan perpajukan daeral; -" . |

Pemungutan adalah suaty "mngkaian kegiatan mula; dari penghimpunan daty objek dan
subjek pajak atay retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribuys; yang terhutang sampai
kegiatan Penagihan pajak atau refripysi kepada Wajib Pajak atay Wajib Retribusi serta

- pengawas:n penyetorannya,

Surat Pem beritahudn Pajak Daeral, yang seianjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh Wajily Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atay pembayaran Pajak,
objek Pajuk dan/'atau_ bukan objek Pajak, dun/atan harta dan kewajiban sesya; dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah;
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutaya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya Jumlah pokok pyak yang terhutang; i
Surat Ketctapan. Pajak Daerah Kurang Bavar, yang selanjutnya disingkat SKFDKB,
adalah surat ketempgn‘ paizk yang menentukan besarnya Jumlah pokok pajak, jumiah
kredit pajak, Jjumiah kekurangan pembayaran pokay; rajak, besarnya sanksj administratif,
dan jumlah pajak yang masih harug dibayar: '
Surat Ketctapan Pajak.. Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah sura! Ketetapan pajak yang faencntukan tambahan atag jumlah pajak
yang telah ditetapkan; - -
Surat Keteiapan Pajak Duerah Lebip Bayar, yang Seianjutnya disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan pajak “yang menentukan jumlah kelehihan pembayaran pajak kerena
jumiah kred;t Pajak iebih besar daripada pajuk yang terhutang atau seharusnya tidak
terhutang; < : '

» yung selanjumnya distnpkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Pajak dan/atan sanks; administeatif berupa bunga dan/atau denda;
lab surat yang digunakan oleh

Bendahara Penerima untuk menyetorkan penerimaan endapatan asli daerah ke Bank
_ p p p

Penerima Pcnddbgtan Daerah;
Tanda Buk:i Pembayaran, yang sel
bukti atas penyetoran -Pajak Dacrah dar; Wajib Pajuk
Bendahaia Penerima; . .

Surat Keputusan Keberatan adajah Surat Keputusen aras Keberatan terhadap Surat
pemberitahuan pajak icrh'uzﬁng_. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kwang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Fajak Dacrah: Nilii1, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atay terhadap
bemotongan atay pémungutan oleh pihak ket £a yang diajukan oleh Wajib Pajak: ‘

Surat Keputusan Pembetulun adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalalan
tulis,kesalahan ‘hitung ‘,dan[lqtau kekeliruan dalam ”penempzm ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan  caerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuian Pajak Te}hut::ng, Surat Xetetapan Pzjak Daerah, Surat Ketetapan Daerah

Klirang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, S'urat'Ketctapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak

Daerah, Surat Keputusan Pc:ﬁbcmlan, atau Surat Keputissan Keberatan;
an Pajak atas banding terhadap Surat

ajak;

anjutnya disingkat TBP, adalah surat sebagai tanda
“tau Petugas Pemungut ke

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib p
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35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumputkan’ data dan informasi keuangan yang meliputi narta, kewajiban. modal,

penghasilan dan bidya. serta jumlah ha.rxza perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

yang ditutup dengan menyusun lapo: ah keuar gan bc*upa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut; ¢

36. Pemeriksuan adalah serangkaizn kegiatan menglimpun dan mengolah data, keterangan,

dan /atau bukti yang d.laksanakan secara standar pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan

pemenuhun kewajiban pema}dkan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan xetentuan peraturan perundang- -undangan perpajakan daerah dan

+

retribusi daerah..

BAB {]
RUANG LINGKP
Pasal 2

Ruarig lingkup peraturan ini adalak :

Tata Cara Penggunaan Bon Penjuaian (Bill) Hotel.

Tata Cara Penggunaan.Bon Penjualan (Bill) Restoran.

Tata Cara Pelaporan BPHTE oleh Pejabat.

Tata Cara Penetapan SPTPD, SKPD, SKPDKS dan SKPDKBT.

Tata Cara Pembayaran, Pprﬁw.toran Tempat Pembayarzan Pajak, Angsuran dan Pznundaan

b e

Pembayar:n Pajak.
6. Tata Cara Pengurapgan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalai Ketetapan P: ajak. :
Tata Cara | *engembalian I\ch,f.u'hzm Pembayaran Pajak.
Kedaluwarsa Piutang Pajak. .
Pembukuan atau Pencatatan.
10 Tata Cara Pemeriksaan. Pamk
11. Tata Cara Pcmoenan dan Pemanfaatan Insentif,

‘°?°.‘“~1

T BAB 1]
TATA CAR.A PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILLYHOTEL
Pasal 3

(1) Pengusaha hotel qelaku me Pajak diwajibkan meng,bunakan bon penjualan (bill) daiam

setiap transaksi pelayanan hotel.
(2) Bon penjualan (bill) disediakan oleh pengusaha hotel,
(3) Bon penjualan (bill) sebelum digunakan wajib dilegalisasi atau diporporasi pada Dinas.
(4) Bon penjualan (bill) dibuar dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan :

a. Lembar 1 untuk tamu hotel;

b. Lembar 2 untuk Dinas atau Kecamatan: dan

c. Lembar 3 untuk hotel. | ‘ .
(5) Tamu hote! yang melakukan pembayaran kepada hotel dapat meminta bon penjualan (bill)

a;;abila tiduk dibedkagx ‘oleh pengusaha hotel.

: N
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35. Pembukuun adalah siatu proses pencutatan  vang dilakukan secara tératur untuk

36.

mengumpulkan’ data f‘an informasi kevangan yang. meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan: bidya. serta Jjumlah harga peroleban dan penyerzhan barang atau jasa,
yang ditutup dengan nenyusun Iapoxzm keuangan b"’rupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut; ¢
Pemenks 1an-adalah  serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan /atau bukti yang dilaksanakan secara standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhun kewajiban perpajakan dacrak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan

retribusi aerah,

-BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruan:g lingkuy: peraturan ini adalah :

o

0 %0 N

10
11,

ey

(2)
3)

Tata Cara Penggunaan Bon Penjualan {Bill} Hotel.

Tata Cara Penggunaan.Bon Penjualan (Bill) liestoran,

Tata Cara Pelaporan BPHTRE cleh Pejabat.

Tata Cara | Penetapan SPT PD, SKPD, SKPDKI3 dan SKPDKBT.

Tata Cara Pcmbayaran .r’enw.tomn Tempat Pem 'nny.:rsn Pajak, Angsuran dan Penundaan
Pembayar:n Pajak.

Tata Cara Pengurangan dan Peng ghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pa jak. :

Tata Cara Pengembalian Kélehihan Pemba varan Pejak.

Kedaluwarsa Piutang Pajak. .

Pembukuan atau Pencatatan.

Tata Cara Pemeriksaan. Pajak.

‘Tata Cara Pemberian dam ema.ni'untnn Insentif.

' ‘ BAB Il
TATA CARA PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILL) HOTEL
Pasal 3

Pengusaha hotel qe]aku W aub Pajak diwajibkan menggumkan ben penjualan (bill) dalam

setiap transaksi pelayanan hotei.
Bon penjualan (bill) dl$&dk1]\ﬂﬂ oleh pengusuha hotel, .
Bon penjualan (bill) sebelum digunakan wajib dilegalisasi atau diporporasi pada Dinas.

(4) Bon pe.n,ualan (bill) dibuai dalam rangkap 3 (tiga). den;,dn peruntukan ¢

a. Lerabar 1 untuk tamu hotel;
b. Lembar 2 untuk Dinas atau Kecamatan, dan

c. Lembar 3 untuk hotel.

(5) Tamu hotel yang melakukan pembayaran kepadu hoiel dapat meminta bon penjualan (bill)

af:abila tidak diberikap ‘olch pengusaha hotel.
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\ BAB iV
TATA CARA PENGGUNAAN BON l"ENJUALAN (BILL) RESTORAN
- K Pasal 4 :

(1) Eengusahu restoran sélaku Wajib Pajak diwajibkan mehggunakan bon penjualan (bill)
dalan* setiap transaksi pelayanan restoran, ‘

(2) Bon penjualan ('bHJ) dis:diakan oleh penguszha restoran.

(3) Bon penjualan (bili) sebelum digunakan wajib dilegalisasi atau diporporasi pada Dinas.

(4) Bon penjualan (bill) dibuat datam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan :
a. Lembur Luntuk penibelj: i
b. Lembuar 2 untuk Dinas atau Kecamatan: dap
¢. Lembur 3'untuk pehg;_tis,aha restoran,

(5) Tamu restoran yang melukikan pembayaran kepuda resroran dapat meminta bon penjualan
(bill) apabila tidak diberikan olck pengusaha restoran.

F B;AB V
. TATACARA P ELAPORAN BPHTR JLEH PEJABAT ¢
- Pasal 3

(1) Pejabat Pumbuat Akta Tonah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan
lelang aegara melaperkan pembuatan akta wtay risalaly lelang Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepad: Bupati. ‘

(2) Laporan pe:mbuataﬂ, aikta‘:v:'au tisalah Jelang Perolchan Hak atas Tanah dav/atay Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) disampaikan kepada Bupat; paling lamUat tanggal 10
(sepuluh) Lulan berikutnya.

(3) Apabila tanggal 10 (sepuluh) hulan berikutnya jatuh pada hari libur atau har yang
diliburkan maka penyampuian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya,

. BAB VI
TATA CARA PENETAPAN SPTPD.SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT
‘ Bagian Kesaru
Tata Cara Penyampaian SPTPD
Pasal 6 -

(O SPTPD digunakan untuk pembayaran pajak vang penghitungannya dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak untuk jenis pajik:
a. Pajak Fotel; - '
b. Pajak Festoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e.;' Pajak‘ Mineral Bukan Logam dan Batuan;
f. Pajak Sarang Burang Walet; dan
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) SPTPD diisi oleh Wajib Pajuk,

{3) Pengisian SPTPD djlakukan serelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak pada
tempat yan ditengukari. '

(4) SPTPD yang telah diisi herikut dengan tanda bulkt
Fajak kepaca Kepala Dinas,

(5) Kepala Dinas_melakukan penelitian atas kebenar
“-fajib Pajak pada 'LSPTPD‘ yang disampaikan.

pembayaran disampaikan oleh Wajib

an perhitungan pajak yang dilakukan oleh
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(6) Apabifa b.rdasarkan nenelitian Repala Dinas dikerahui adanya Kekurangan pembayaran,
maka Kepala Dinas menerbitkan SKPDKB darnvatau SKPDKBT sebagai sarana panagihan.

Bagian I{edua
Tata Cara Penctapan SKPD

Pusai 7

(1) SKPD ditetapkan oleh Bupati.
(2) SKPD digunakan vntii pernbayaran pajalc terhutang yang penetapannya dilakukan oleh
Bupati untuk jenis pajak: - :
a. Pajak Air Tanah: dan| -1
, Pajak Reklame. - N ,
7 (3) Penetapan SKPD oleh . Bupati sebagaimany dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)-
i( 'limpahk:m_kepada Kepala Dinas. )

Bagian Ketiga ‘
Tata Cara Penetapan SK.PDKR
Pasal 8

(1) Dalam jangka waktu 3 {ltma) tahun sesudah sam terhutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan SKPDKRB Jika:

a. Berdasarkan hasi) pemeriksaan atan keternngan Jain, rajak yang terhutang tidak atay
kurang bayar, -

b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dolam Jangka waktu tertentu dan
setelab ditegur secara tertulis fidak  disumpaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat teguran, :

¢. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara

C I )

e

_ jebatar, | | ‘
(2) Penetapan SKPDKB olel; Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpthkan

kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempar .
- Tata Cara Penetapan SKPDKBT
' Pasal 9

(1) Dalam jangka wakw S (limu) tahun sesuduh saar terhutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan SKPDKBT -Jika ditemukan data bary dan/ztau data yang semula belum
r.érungkap vang menyebabkan penambahan dumlahy purak yang terhutang,

(2) Penetapan SKPDKBT oleh Bupati sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan
kepada Kepala Dinas, o

(1]
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. BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN., PENYETORAN. TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan I'crapat Pembayaran Pajak
Pasal 1)

(1) Wajib Pajuk melakukan pembayaran Pajak Hotel. P'ajak Restoran, Pajak Rekiame, Pajak
Hiburan, I'ajak Minerz! Bukan Logam dan Batuan. Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang
Burung Walet melalui Bank penerima setoran pendapatan daerah, Petugas Pemungut atau
Bendahara Penerima’ dengan menggunakan dokumen vang ditentukan, antara Jain berupa
Karcis atau nota perhitungan.

(2) Apabila pcmba}ﬁran pajak dilakukan melaivi Petugas Pemungut, Petugas Pemungut
menyetorkan hasil penerimaan paiak daerah kepada Bendahara Penerima dan sefanjutnya
oleh Bendahara Penerima disetorkan ke Kus Dacrah pada Bark penerima setoran
pendapatan daerah.

(3) Penyetoran pajak daerah oieh Bendahara Penerima ke Kas Daerah menggunakan STS.

(4) Dokumen yang ditentukan scbagaimana dimalksud ayat (1) adalah TBP.

(5) Khusus nituk Pajak Pencrangan Jalan, pembayaran pajak terhutang oleh Wajib Pajak
langsung ke Kas Dacrzh

Pasaj 1)

(1) Batas wakiu pembayaran pajak terhutang adalah saat Jatuh tempo pembayaran.

(2) Apabila saat jatulf tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur atau
hari yang diliburkan,  maka pembayaran atau penyeworan dilakukan pada hari kerja
berikutnys.

(3) Termasuk hari libur. sebugaimana dimaksud tyat (2) adalah hari cuti bersama yang
ditetapkan oleh Pemerintaf:.

. Bagian Kedua
- Tata Cara Angsuran dan Penundaz Pembayaran Pajak
- Pasal ]2

(1) Wajib Pajak dapat mengdjukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indoncsia
kepada :Bupati melalui Dilms uDtWC mengangsur atay menunda pembayaran pajak yang
masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB. SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatai, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak vang
térhutang bertambah. .

(2) Permohon:iin scbagaiména’dimaksud pada ayat (1) harus digjukan paling lambat 15 (lima
belas) bari sebelum saat jatuh tempo pen;‘ibayzu-;m utang pajak berakhir disertai alasan dan
jumiah pernbayaran pajak yang dimohon diangsur atuu ditunda, ¢

(3) Apabila ternyata batas wakiu paling lambat 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat dipenuki oleh Wajib Pajok karena keadaan di luar kekuasaannya,
permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oich Bupati.

(4) Dinas memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan Wajib Pajak berkaiten

: dengan kemampuan bayar dari Wajib Pajak yang bersangkutan. '

(5) Bupati memberikan’ penetapan atas permchonan  Wajib  Pajak  berupa m.e.nem.:na
seluruhnya, sebagian, atau menolak, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal permohonan diterima.




"
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(6) Apabila fupati memberikan penetapan menerima permohonan Wajib Pajak secara
keseluruhan, maka kepada Wajib Pajak dikennkan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan, S

(7 Apabi]a lewat jangka wakw 20 {tiga puluh) harj sebagaimana dimaksud pada avat (5),
Bupati tidak memberikan penetapan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

(8) Penetapan Bupati atas permeionan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dilimpahkan kepada Kepzala Dinas. ! '

(%) Terhadap utang pajak- yang telal ditetapkan sebagaitinana dimaksud pada ayat {5) dag ayat
(7), Wajib Pajak tidak ‘dapat lagi mengajukan permohonan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran; ,

(1 O)Masa angsuran atau perundaan tidak melebipj 12 (dua belas) bujan.
| L BAB VIII -

TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATA LAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesutu
Tata Cara Pengurangan dan Penghipusan Sanksi Administratif

| Pasui 15 ‘

(I} Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sccara tertulis dajam Bahasa Indonesia
kepada Bupati melalui Dinas untuk mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi
disertai alusan yang jelas dhn aleyakinkan,

(4) Sanksi administr:jgi yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
ialah: :

a. Bungs;, .

b. Dends; dan/atay

¢. Keraikan pajak karena adanya kekhilafin Wujib Pajnk atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak,

.(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada-avat (1) hanya dapat diajukan oleh

Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatun atas ketetapan pajaknya. ‘

(4) Jangka wuktu p'engajuan ‘permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah 3 (tiga)
bulan sejak tanggal ditetepkaniya STPD, SKPDKE atau SKPDKBT. :

(5) Dinas meinberikan peftih*.bangan kepada Bupati atas permohonan Wajib Pajak berkaitan
dengan kemampﬁ{m bayar dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

(6) Bupati dapat mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila

Wajib Pajak dapat .n:icrhbuktik.an buhwa tidak dapat dipenuhinya jangka waktu yang
ditentukan karena keadaan diluar kuasa Wajib Pajak.

(7) Bupati memberikan - penstapan  atus permohonan. Wajib Pajak berupa meterima
selurutinyi, sebagian atau menolak dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
permohonan diterima, ,

(8 Apabila fewat jahg,ka-wakm 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati
tidak memberikan penetapan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

(9) Penetapan Bhpati.atas permohonan Wajib Pajak sebugaimana dimaksud pada ayat (7),
dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
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R Bapian Kedua
Teta Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetzpan Pa jak
‘ Pasal i4

(1) Wajib Pajak merj:gaj‘u.'kmj permohenan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
B‘upaﬁ- melalui Dinas untuk mengurangkan ataw membatalkan ketetapan pajak disertai
dengan alasan dan menvebutkan Jumlah pajalc yang menurut perhitungan Wajib Pajak

. seharusnya terhutang, : '

(2) Permohonan penﬁliranga.ll‘ atau pembatalan ketetupon pajak sebugaimana dimaksud pada

~ ayat (1) dinjukan untuk SKPD. _

(3) Jangka waitu pengajuan permohonan sebagaimang dirnaksud pada ayat (1), paling lambat
3!(tiga) buian sejak tanggal.ditetapkannya SKPD. |

(4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Dinas melakukan kembalj perhitungan guna
mengetahui pajak tethutang sebenarnya.

(5} Berdasarkan perhitungan kembali vang sebenarnya, Bupati memberikan penetapan atas
permohonan Wajib Pajak Eerupa mensrima sclurchuya, sebagian atau menolak dalam
Jangka waktn 12 (dua belns) bulan seiak tan ggal permohonan diterima.

(6) Apabila jangka Waktu.scbagaimzma dimﬁiksud pada avat (5) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, maka permohinan yang diujukan tersebut dianggap diterima.

(7) Penetapan Bripafi atas penlnohonan Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (5),
dilimpahkan kepada Kepzﬂa Dinas,

~ Pasal I3

Apabila permohonan Wajit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan diterima
sebagian atau seluruhnya maka dajan Jangka wakiu | {satu) bulan sejak tanggal penetapan
dimaksud, Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB.

' . BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam, pasal 15, Dinas melaksanakan
pengembalian kelebihan pembavaran pajak. :
(2) Apabila Wajib Pajak tnasii memiliki hutang pujak laia, maka pengembalian kelebihan
pembayaran  pajak  scbagaimana  dimaksud pada. avat (1) dilaksanakan setclah
dilakukannya perhi tungan dengan hutang pajak izin dimaksud.
(3) Pelaksanaan pengembalian kelebiban pembayaran pajak sebaga‘mana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilhkukan 'dcngan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
(4) SPMKP scbagaimana dimaksud padz ayat (3) diierbitkan oleh Kepala Dinas dalani jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tangga diterbitkannya SKPDLB,
(5) Apabila lewat waktu 3 (iigu) bulan sebagaimuwia dimaksud pada ayat (4) Kepaia Dinas
tidak menerbitkan' SPMKP dan/atau mslaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, maka Dinas harus memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) dari kelebihan

pembayaran pajak yang akar. dikembalikan.
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. BAG X
KEDALUWARSA PIUTANG PAJAK
Pasal 17

(1) Piutang pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah lewart jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
saat terhutangnya pajal:, kecuali Wajib Puajak melakukan tindzk pidana dibidang
 perpajakan daerah, .
(2) Kedaluwarsa penagihan pijak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Téguran dan/atan Surat Paksa: atau
- b. Ada pengakuar utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,.

(3) Apabila diterbitkannya Surat Teguran danfatau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedajuwarsa penagihan pajak dibitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran dun/atau Surat Paksa oleh Wajib Pajak. .

(4) Pengakuar utang Pajak secara langsung sehagaimana  dimaksad pada ayat (2) huruf b
ialah Wajib Pajak dengan kesadurannya menyatakan masih mempunyai urang Pajak dan
belum meiunasinya kepada Pemerintsh Daeraiy.

(5) Pengakuan utang.'secar;a tiduk langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ialah

dari pengujuan permohonan ungsuran atau penundaan pembayaran dan  permohonan

keberatan uleh Wajib Pajak.

SRR S Pasal 1§
Apabila terjadi piutang  pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat ()
Dinas melakukan ; |
a. Inventarisasi piutang pajak’ vang sudah kedaluwirsa,
b. Ményarnpaikan daftar  invzntarisasi piutang pajak kedaiuwarsa kepada Bupati untuk
dihapuskan. B

Pasaf 19

Bupati menetaikan penghapusan piutang pajuk kedaiuwarss vang disampaikan Dinas d@lam
bentuk Keputusan, :

Pasal 20
} Piutang pajak kedaluwarsa yany telah dibapuskan schagaimana dimaksud dalam Pasal 19
8 disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerai dengan mengacu pada kefentuan
} peraturan perundang-undangan yang beriaku di bidang keuangan daerah.
oo BAB XI
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
E , Pasal 21
| .
i omset paling sedikit Kp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupfah)

W (1) Wajib Pajuk yang memilik
‘ terhadap kegidtan

pertahun  diwajibkan | melaksanakan pembukuan atan pencatatan
] usahanya. S .
B (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimuksud pada ayat (1) harus diselenggarakan
dengan baik dan mencerminkan keadaan yang ::ehc:nm-_nya:.
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(3) Pembukuan sebdgaumma dintaksud pada ayat () dan ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri
dari: o ‘ '

a. BukuKas; - - . |

b. -Buku Bank; X g | : '

€. Daftar hutang-piutang; dan

d. Daftar persediaan burang.

'(4) Setiap akhir tahun Wajib Pajak harus menulup pr‘mbuxua:mya dengan membuat neraca

dan perchiwungan rugi Iaba berdasarkan prinsip p*noukuan yang taat asas (konsisten)
dengan tahun sebefumny a.

(5) Pembukuan atau pencatatan dan dokumen tain vang berhubungan dengan kegiatan usaha.
harus disi;npan, dme!zhara dan diselamatkan olch Wajib Pajak selama 6 (enam) tahun.

: BAB XiI
':TAT.A CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 22

(1) Pejabat Pelnenksa meiaJ\ukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dafam
pemenuharn kewajiban perpajakan dacrah, atas permintaan Bupati. '
(2) Pejabat Peineriksa mendatangi Wajib Pajak dengan memperiihatkan surat penugasan.
(3) Pejabat sebagaimana dimaks sud puda ayar (13 berhak untuk meneliti, menelusuri,
menghitun: dan *'nembandmgkun serta uji petik dan/atau cek fisik atas penerimaan pajak.
(4) Waij Pajek dxwajfbkan upru} : - S
a, Mempc tlihatkagp. dawvatav  meminjamkun  dokumen Yang menjadi dasar - dalam
. benetapan pajak terhutang kepada pejabat vany melakukan pemeriksaan;
b. Membu:rikan keqempatau untuk memasuki ruangan atau tempat yang dianggap perlu
dan memberikan bantuun guna kelancaran pereriksaan,
¢. Memburikan keferangan yang diperlukarn. _
(5) Dari hasit pemcgk_,aan Pejabat Pemeriksa merumuokan hasil pemeriksaan dalam bentuk
naskah hasil pemeriksaan, o .
(6) Naskah hai] pemenksaan sebagaimana dimalksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada
‘Wajib Pajak untuk mendaparkan tanggapan, :

(7) Wajlb Pajak. diberikan ‘Kesempatan untuk mgmm_..&,dpxlmeng,kfanf kasi naskah hasil

pememksam dalam waktu palmrf iana 3 (tiga) hari sejai tanggal naskah hasi! pcmenksaan

disampaikn.

(8) Berdasarkan naskah hasil peme*‘tksaan vang telah mendapatkan tanggapan/klarifikasi dari
Wajib Pajak ‘yang diperiksa sebagsimana dimaksud pada ayat (7), Pcjabat Pernecriksa
membuat laporan ‘hasjl pemerikszan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajuk dan

Pejabat yang bcrwenang,

' BAB Xl.ll
FATA CARA PEMPBRIAN DAN PEMANFAATAN IN&E;N TiF
D.‘.‘lH:lI 23
O Perangkat daerah yang me]aksana}\an pemungutan pajak dapat diberikan insentit9 atas
dasar pencapaian target klncua yang ditetapkan.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud a yat (1) r‘imahsudkan untuk meningkaikan;

a. Kinerja Instansi; R
b. Semangat kerja bng: pejabat atau pegawai Instnsi; ‘ : '
c. Pendapatan daerah; dari :

d. Pelayanan kepada masyarakut.
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(3) Target kinerja scbagai’mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
(4) Insentif sebagaimana dimeksud pada ayat (1) secura proporsicnal dibayarkan kepada :
a. Bupati dan Wakil Buputi sebagai penanggung jawao pengclolaan kevangan daerah;
b. Sekrétaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
¢. Pejabat dan Pegawai pada Dinas selaku koordinator pemungutan pajak daerah.
d. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Dacrah sesuaj dengan
tanggun: jawab masing-masing: dan
e.” Pihak lai'n,.yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
(5) Pemberian Insentif sebaguimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatar dan Belanja Daerah. : _ ¢
(6) Pembayaran [nsentif sebaguaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada
- awal triwulan berikutnya.
(7) Dalam hal target kinetia suatu triwulan tidak tercapal, Insentif untuk triwulan’ tersebut’
di'béyark'an‘pada awal triwulan berikutnya yang teluh mencapai target kinegja triwulan
| yang ditentukan.. _ ‘_
(8) Dalam hal target kinerja, ,%ada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak
membatalkan Insentif vang sudaly dibayarkan uptuk trivwulan sebelumnya.

Pasal 24

(1) Bé:rdasarkan target yang telah ditetapkan, Dinas meiakukan kegiatan :
a. Perhitungan pencapaian realisasi penerimaan  pertriwulanan  dari Satuan Keria
. Perangkat Daerah Penge!ola Pendapatan Asli Dacral.
b. Perhitungan besaran Insentif yang harus dibayarkan bercasarkan pencapaian realisnsi
~ penerimaan triwulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asl;
Daerah. o _ '

¢. Pengajuan persetyuan pembayaran Insentif pencapaian target Satuan Ketja Perangkat
Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang mencapai target kepada Bupati.

d.. Proses pencairan dana Insentif sesuaj dengan perghitungan sebagaimana dimaksud
huruf'b. S '

e.. Menywsati Kepala Satuan Kerja Perangkat Nuerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah
yang mendapatkan Tnsentif triwulanan untuk mengaiukan permohonan pencairan dana
Insentii. o : : ‘ '

(2) Berdasarkan Surat 'K.e_bal'a' Dinss sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala

Satuan Kerja Perangka?_ Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah mengajukan

permohonan pencairan dana Insentif riwulanan dengan melampirkan

a. Keputusan pembagian Insentif; dan

b. Daftar jrembayaran Insentif yang telah ditandatangani,
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BAB Xi1v
KETENTUAN PENUTUP
: Pasal 25
Peraturan Bupati ini muiai- berlaku pada tanggal ditetapkan,

- Agar setlap oru.ng mengctahu'nfya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkamya dalam Ben ta Daerah Kabupaten Agam,
- Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal /b Agustus 2011
Diundangkan i Lubuk Basung'
Pada tangpal //6 Agustus 2011
SEKRET : 5 DAERAH KABUPATEN A’(E}AM,
e '

YAFIRMAN, SH
958051&4 1986111001

BERITA DAERAH KABUPAT'EN AGAM TAHUN 2011 NOMOR %

’
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Mengingat

~Menimbang

BUPATI AGAM

PERATURAN BUFATI AGAM
NOMOR 14 TAHUN 2012

’ TENTANC

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRASI, PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN PIEMBAYARAN, PEMBEBASAN,
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYA RAN RETRIBUSI DAERAH DAN
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG KEDALUWARSA

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6],
Pasal 52 ayat (3), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7) dan
Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor
I Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasa)l 63 ayat
(6), Pasal 66 ayat (3), Pasal 70 ayat {3), Pasal 71 ayat (7) dan -

Pasal 73 ayat (3) Pera turan Dasrah Kabupaten Agam Nomor
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 33 ayat

(2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7) dan
Pasal 43 ayat (3) Peraturan i aerah Kabupaten Agam Nomor
3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Tata Cara
Pemungutan, Penagihan Sanksi Administrasi, Pemberian
Pengurangan, Keringanan Pembayaran, Pembebasan,
Pengembalian Kelebihan Pembaysran dan Penghapusan
Piutang Retribusi Daerah yvang Kedaluwarsa;

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 ient:ang

Pembentukan Duaerah  Otenom Kabupaten Dalam
Lingkungan Proninsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1956 Nomor 285);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262}, scbagaimana telah beberapa kali diubah tdrakhir
dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahuh_' 2007

- tentang Perubahan Keiigs Atas Undang - Undang Nomor
6 Tahun 1983 tenitang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajekan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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9.

- 10. »
- 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembargn Daerah

11.

.2

Tahun 2007 Nomo; 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);

Undang - Undang Nomor 32 Tahup 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2604 Nornor 125, T'ambah:'an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repubfik'JndonesiaNomor 4844y,

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 200¢ tentang Pajak
Daerah  dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.or 5049);

. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan
{Lembaran Negara Republik  Indenesia Tahun 2011
Nernor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomuo; 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

~ Pengelolazan Keuangan Daerah (Lemnbaran Negara

Republik indonesia Takun 2005 Nomeor 140, Tambahan
Lembaian Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Proving; dan Pemerintah. Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

Peraturan Daerah Kahupaten Agam Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun

2008 Nomor 3);

iPeraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Urum (Lembaran Daerah
'Kabupaten Agam Tahur 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun

Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 2); -

Peraturan Daerah Kabupaten . Agam Nomor 3':’I‘ahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Dacrah Kabupaten Agam Tahun 2012 Nomor 3).



MEMUTUSKAN -

~Menetapkan i PERATURAN BUPATI AGAM TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN,  PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRASI,
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBAYARAN,
PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS] DAERAH YANG

KEDALUWARSA.
, BAL |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

. Daerah adalah Kabupaten Agam.

Bupati adalah Bupati Agam.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Agam.

'Kepala Dinas adaluh Kepala Dinas Fendapatan Pengelolaan Kéuangan dan

Aset Kabupatén Agam.

Satuan_' Kerja Perangkat Daerah Pengelola  Retribusi  Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD Perigclola adalah satuan kerja perangkat
daerah yang diberiikan tugas oleh Bupati untuk mengelola retribusi daerah.

Retribusi Daerah, vang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertenty yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atay badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang ‘merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usahg maupun yang tidak melal-ukan-
usaha yang meliputi persercan terbatas, psrseroan komanditer, persercan
lainnya, badan usaha milik nsgara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, p;ersekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk
Badan lainnya termasuk kontrak investas; kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wéjib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang . menurut .
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Pemungutan adalah suatu rangkainti Kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terhutang. -
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11. Masa retribusi adalah saat selaima wajib retribusi memanfaatkan jasa

pelayanan.
BAR U
RUANG LINGKYUP
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan inj meliputi

tata cara pemungutan:

tata cara penagihan sanksi administra 51

tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan

tata cara penghapusan piutang retribusi vang sudah kedaluwarsa,

fROO

BARB [l
TATA CARA PEMUNQUTAN
Bagian Kesary
Pemungutan Menggunalzan SKRD
‘ Pasal 3

(1) SKRD digunakan untuk memungut retribusi atas pelayanan ;
‘a. Kesehatan selain pelayanan rawat jalan/poliklinik;
b. Pengujian Kendaraan bermotor:;
. Tera/tera ulang;
d. Pengendalian menara telekomunikasi;
¢ Pemakaian kekavaan dacrah; '
f. Pasar grosir dan pertokoan khusus :
1) Pasar'ternak; surat keterangan jual belj
2) Pertokoan:; sewa rertokoan
g Rumah potong hewan;
h. Tempat rekreasi dan olahraga;
i.Penjualan usaha produksi daerah;
J-Alat pemadam kebuakaran ;
k. Izin mendirikan bangunan;
Llzin gangguan;
m. Izin trayek: dan
n. lzin usaha perikanan.
Wajib  retribusi yang ingin mendapatkan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan dirt pada tempat pendafiaran vang
disediakan. . ' ‘
Petugas membérikan pelayanan sesua: dengan permintaan wajib retribusi.
Setelah pelayanan diberikan, peiugas menghitung besaran retribusi
terhutang. | _
Berdasarkan hasii perhitungan, petugas menerbitkan SKRD dan
disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan. ;
Wajib retribusi membayar sejumlah uvang sesuai dengan bcsag'an dan
batas waktu masa retribusi yang lertera dalam SKRD, kepada bettdahara

penerima.
Bendahara penerima membukukan  dan menyetorkan penerimaan

retribusi ke Kas Daerah.
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{8) SKRD diterbitkan oleh Kepala SKPD pengelola retribusi daerah.
- | Bagian Kedua
Pemungutan Menggunakan Karcis /Kapon/Kartu Langganan
Pasal 2 ‘ :

‘ (1) ‘"‘Karcis/'kupon/‘kartu- langganan digunakan untuk memungut retribusi
~ atas pelayanan : ‘ ‘

- a. Kesehatan khusus rawatjalan/poliklinik;
b. Persarnpahan/Jcebersihan;
c. Parkir ditepi jalan wmum;
d. Pasar;
¢. Pasar grosir dan pertokoan khusus pemakaian tempat pada pasar
ternak;
f. Terminal;

g Tempat pelelangan;
h. Tempat khusus parkir; dan
1.Tempat rekreasi dupn clahraga.
(2) Wajib retribusi yang ingin  mendapatkan pelayanan sebagaimana
dimaksuc_i pada ayat (1) mendatangi loket Penjualan karcis/ kupon/kartu
. langganan. '
(3) 'Petugas memoberikan karcis/kupun/ kartu langganan sesuar dengan
permintaan wajib retribys;j.
§ (4) Wajib  retribusi membayar  sejumlah vang  yang tertera dalam
- karcis/kupon/karty langganan tersehor |
BAB v
TATA CARA PENAGIHAN DENDA ADMINISTRAS]
S Pasal 5

Denda administras;i dikenakan terhadap  wajib retribusi yang tidak
membayar tepat wakru atay kurang membayar berdasarkan SKRD yang
diterbitkan, g
'Denda administrasi didahului dengan surat teguran.

Surat teguran sebagaimana dimalsud pada ayat (2) terdiri darj :

a. Teguran I;

b. Teguran II. | -
Teguran | diberikan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat
waktu atau kurang membayar berdasarkan SKRD.

Tujuh hari setelah teguran [ diberikan, wajib retribusi tetap tidak
membayar kewajibannya, diterbitlan seguran If. ;

Tujuh hari setelah teguran I diberikan, wajib retribusi tetap tidak
membayar kewajibanrya diterbitkan surat tagihan retribusi daerah,

Surat tagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mencantumkan besaran pokok retribust ditambah sanksi administrasi
sesuai waktu keterlambatan, |

Surat teguran I, teguran 11 dan surar tagihan retribusi daerah ditetbitkan
oleh SKPD pengelola retribus; daerah,




: BEAB v
"TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
: DAN PEMBEBASAN RETRIBUS]
Bagian Kesary
Tata Cara Pemberian Pengurangan Retribusi
Paragraf 1
Umum
Parﬁal 6]

Pengurangan - hanya dapat diberikan kepada wajib retribus; yang
mengajukan permohonan pengurangan. .
Pengurangan tidak dapat diberikan kepada wajib retribusj yang telah
mendapatkan keringanan retribus;, _

Pengurangan hanya dapat diberikan maksimal 20% dari jumlah retribusi

terutang.

Khusus untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang dirawat
inap pada fuang_kclas NI dapat diberikan maksimal 50%.

_ Faragrar2
Persyaratan Permohonan Pengurangan
Pasal 7
Wajib Retribusi mengajukan permohonan Secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati melalii SKPD Pengeiola Retribusij disertai
dengan alasan yang jelas dan meyvakinkan.
Permochonan sebagaimana dimajsud pada ayat (1) dilengkapi dengan
persyaratan . _ :
a. Surat Ketcrangzm Tidak Mampu vang dikeluarkan oleh Walinagari
mengetahui Camat:

b. Fotokopi KTP yang masih berlaly;
¢. Fotokopi Karty Keluarga.
Permohonan diajuikan paling lama 2 iduaj hari setelah diterimanya SKRD

Paragral 3
1 Proses Pemberian Pengurangan
: Pasal &

SKPD Pengelola Retribusi memberikan pertimbangan kepada Bupati atas
permohonan pengurangan berkaitan dengan kemampuan membayar
wajib retribusi.

Pertimbangan SKPD Pengelola Retribusi disertai dengan saran :

- a. Diberikan atau tidak diberikan pengurangan.

b. Persentase penigurangan yang akan diberikar.
Bupati memberikan penetapan atas permohonan wajib retribusf dalam

'jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima.

Apabila lewat jangka waktu 30 {tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bupati tidak memberikan penctapan, maka permohorian
wayjib retribusi dianggap diterima.
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(2)

(3)

(4}

Persetujuan Bupati atas permohcnan wajib retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjug dengan Keputusan Kepaia SKPD
Pengelola Retribusi.

(6} 'Keptxtusan Kepala SKPD Pengelola  Retribusi tentang pemberian

pengurangan diberikan kepada wajib retrilbusi dan tembusan disampaikan
kepada :

a. Bupati -

b. Kepala DPPKA |

Retribusi terutang sctelah diberikan pengurangan dibayar sekaligus oleh
wajib retribusi. - '

. . Paragral 4
Proses Pemberian Pengurangan Reiribusi Pelayanan Kesehatan
Pas«i 9

Berdasarkan - permohonan  wajib retribusi, Bidang Pelayanan RSUD
melalui Kepala Bagian Tata Usaha memberikan pertimbangan kepada
Direktur disertai saran atas:

a. Diberikan atau ticdak diberikan pengurangan,

'b. Persentase pengurangan yang akun diberikan.

Direktur memberikan keputiisan atas permohonan wajib Retribus; dalam

'jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal permohonan diterima.

Apabila lewat Jjangka walkra 2 (dua) lari sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur tidak memberikan penetapan, maka permohonan wajib
retribusi dianggap diterima,

Keputusan Direktur tentang pemberian pPengurangan diberikan kepada
wajib retribusi dan tembusarn disampaikan kepada :

a. Bupati. - _ ' ‘

b. Kepala DPPKA

Retribusi terutang sectelah diberikan pengurangan dibayar sekaligus oleh
wajib retribusi, ‘

Bagia Kedua
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi

. Pasal 10
Keringanan diberikan kepada  wajib  retribusi yang rmengajukan
permohonan kerirfganan. '
Keringanan tidak dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah
mendapatkan pengurangan.
Keringanan hanya diberikan dalam bentuk pentahapan pembayaran
{angsuran). _ :
Tahapan pembayaran oleh wajib retribusi yang mendapatkan keringanan
maksimal 4 tahap : '

- ST T Tahao I minimal 1 50%
b DRTRRI - Tahap II D 20%
ottt .. Tahap il D 20%

oo L Tahap IV D 10%



(13)

(14)

(4)

(5)
(6)

(7)

Wajib retribusij r'ncnga_i'ukﬂ.n pbermohonan sccara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati melalui SKpD Pengelola Retribus: disertai
dengan alasan vanrg jelas dan kemanm pUan untuk mengangsur.
Permohonan diajukan setelah diterimanya SKRD.

SKPD Pengelola Retribusi memberilkan pertimbangan kepada Bupati atas
permohonan pergurangan berlk:ituan derigan kemampuan membayar
wajib retribus;.

Pertimbangan SK]°D Pengelola Retriliys: sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) disertai dengail saran

a. Diberikan atau tidak diberikan. keringanan.

b. Formulasi tahapan angsuran.

Bupati memberikan penetapan atus permohonan wajib retribusi dalam
Jangka waktu 30 (riga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima.
Apabila lewat jangka waktu 20 (tigee puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), Bupati tidak memberikan penetapan, maka permohonan
wajib retribusi dianggap diterima,

Persetujuan Bupati a‘as permohonan waj'b  retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {5}, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala SKPD
Pengelola Retribusi,

Keputusan ~Kepala SKPD Pengelola  Retribusi tentang pemberian
keringanan diberilan kepada wajib reuibusi dan tembusan disampaikan
kepada :

a. Bupati -~

b. Kepala DPPKA

Wajib retribusi menandatangan;  surat perjanjian pembavaran hutang
retribusi sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola Retribusij.
Khusus pemberian keringaran untuk retribusi pelayanan kesehatan pada
RSUD ditetapkan dengan keputusan Direkrur.

Bagian Wetiga
Tata Cara Pemberian Per bebasan Retribusi
Pasal 11

Pembebasan retribus;i hanya dapat diberikan kepada wajib retribuei vang
mengajukan pembebasan.

Pembebasan tidak dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah
mendapatkan pengurangan dan keringanan '

Pembebasan hanya dapat diberikan kepada wajib retribusi yang benar-

" benar tidak memiliki kKemampuan wuntuk membayar retribusi yang

disebabkan karena wajib retribusi terkena bencana alam dan/atau masih
tinggal ditempat perigungsian.

Kejadian bencana alam dibuktikan dengan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Walinagari dan diketatiui oleh Camat.

Wajib retribusi mengajukan permohonar. secara tertulis dalam Beahasa
Indonesia kepada Bupati melalui SKPD Pengelola Retribusi,

'Permohonarn diajulan paling iama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya

SKRD,
SKPD Pengelola Retribusi memberilsn pertimbangan kepada Bupati atas

permohonan pembebasan berkaitun dengan kemampuan membayver dan
kondisi ekonomi wajib retribusi.
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(13)

(1)

(2)

(3)

(8)

-G .

Pertimbangan SXPD Pengelola Rerribusi disertai dengan saran diberikan
atau tidak diberikan pembcebasan retribust,

Bupati memberikan penetapan atas permohounan wajib retribusi dalam
jangka waktu 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan diterima.
Apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), Bupati tidak memberikan penetapan, maka permohonan
wajib retribusi dianggap diterima.

Pcrsetujuan Bupati atas p‘ermol'zon:zm wigib  retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala SKPD
Penigelola Retribusi. :

Keputusan Keépala SKPD Pengeloia  Retribusi tentang pemberian
pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dan tembusan
disampaikan kepuda :

a. Bupati

b. Kepala DPPKA

Khusus untuk retribusi pelayanan kesehatan, pemberian pembebasan
retribusi ditetapkan oleh dan dengan kesutusan Direktur

BAR VI
TATA CARA PENCGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasai 12

Wajib retribrisi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati melalui SKPD Pengelola Retribusi dengan
menyebutkan jumlah retribus; yuny telah dibayar dan disertaj dengan
perhitungan pembayaran retribusi vang semestinya.

Berdasarkan permohonan wajib  vetribusi, SKPD Pengelola Retribusi
melakukan perhitungarn kembali Jumlah ratribusi yang sebenarnya.
Apabila setelah dilakukan perhitunzan kembali, diketahuj terdapatnya
kelebihan pembayaran, Kepala SKPD Pengelola Retribusi mens=ruskan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada
Bupati disertai dergan perhitungan vang dilakukannya.

Bupati memberikan penetapan atas permohonan pengembalian dalam
waktu 30 (tiga pului) hari. ‘ '

Apabila lewat jangka waktu 30 (igas puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bupati tidak memberikan penetapan, maka permohonan
wajib retribusi dianggap diterima.

Persetujuan Bupatu atas permohonan  wajib  retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {4), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas
tentang Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi,

Keputusan Kepala Dinas tentang Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribusi diberikan kepada wajilb retribusi dan ternbusan disampaikan
kepada :

a. Bupati

b. Kepala SKPD Pengelola Retribusi

Tata cara pembayaran kelebilian retribusi berpedoman kepada ketentuan
yang mengatur pengelolaan keuangar daerah.
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BARB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS!
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 13

(1) Piutang retribusi dinyatakan kedsluwarsa setelah lewat jangka waktu 5
(lima) tahun sejak terhutangnya retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan/atav surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi.

(3) Apabila diterbitkar: surat teguran dan/atau surat paksa, ‘kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak targgal diterimanya surat teguran dan/atau surat
paksa oleh wajib retribusi. .

(4) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
talah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang refribusi dan beluin melunasinga kepada pemerintah cdaerah.

Pasal 14

(1) Dinas  melakukarn inventarisasi lernadap  piutang retribus: yang
kedaluwarsa. _- :

(2) Hasil  inventarisasi disampaikan  kepada Bupat: disertai dengan
pertimbangan dan saran untuk dihapuskan.

(3) Bupati memberikan penetapan atas saran yang disampaikan oleh Kepala
Dinas.

(4) Tata cara perghapusan piutang cari  daftar piutang dalam laporan
keuangan pemerintah daerah berpedoman  kepada ketentuan yang
mengatur pengelolaan keuangan daeriih.
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(1} Dinas melakukan Inventurisus,
kedaluwarsa.
(2) Hasil inventarisas| disam paikan kepada Bupati disertaj
- pertimbangan dan saran untuk dihapuskan. '

(3) Bupati memberikan benetapan atas saran yang disampaikan oleh Kepala
Dinas.

terhadap piutang retribuys;j yang

dengan

(4) Tata cara penghapusan piutang dari daftar piutang dalam laporan
keuangegn pemerintah  daerah verpedoman kepada ketentuan yang
mengatur pengelolann keuanyan daeral -

BAB VIIj
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulaj beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati inj dengan pPenempatannya dalam Berita Daergh Kabupaten Agam.

Ditetapkan dji Lubuk Basung
pada tanggal 14.Juni 2012

INDRA CATRI /

Drundangkan dj Lubuk Busung

- pada tanggal 19 Jun; 201

SEKRETARIS DAy/ H KABUPATEN A GAM,

AFIRMAN, SH
Perfibina Utama Muda
NIP. 19580524 198611 1 002
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